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Abstrak 

Kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam penguatan fungsi 
pencegahan maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia melalui pengolahan dan monitoring 
data Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS). Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif dalam 
kegiatan operasional Keasistenan Utama Pencegahan Maladministrasi, meliputi pengumpulan, 
verifikasi, dan pembaruan data tindak lanjut instansi pemerintah atas saran Ombudsman RI. Kegiatan 
dilaksanakan selama periode magang di Kantor Ombudsman RI Pusat Jakarta. Hasil pengabdian 
menunjukkan bahwa monitoring data saran secara sistematis mampu mengidentifikasi tingkat 
kepatuhan instansi pemerintah dalam menindaklanjuti saran Ombudsman, serta membantu pemetaan 
potensi maladministrasi pada layanan publik. Mahasiswa berkontribusi dalam pemutakhiran database 
PPS sehingga laporan monitoring menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Kesimpulannya, keterlibatan 
mahasiswa magang dalam pengolahan data saran Ombudsman memberikan dampak positif terhadap 
efektivitas pencegahan maladministrasi dan sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa dalam 
bidang pengawasan pelayanan publik. 
Kata kunci - monitoring, saran ombudsman, maladministrasi, pelayanan publik, pencegahan 
 

Abstract 
This internship activity aims to provide a real contribution to strengthening the maladministration 
prevention function at the Ombudsman of the Republic of Indonesia through data processing and 
monitoring of the Implementation of Recommendations (PPS). The method used is active participation 
in the operational activities of the Main Assistantship for Maladministration Prevention, including 
collecting, verifying, and updating follow-up data from government agencies on Ombudsman RI 
recommendations. The activity was carried out during the internship period at the Central Office of 
Ombudsman RI in Jakarta. The results show that systematic monitoring of recommendation data can 
identify the level of compliance of government agencies in following up on Ombudsman suggestions, 
as well as help map potential maladministration in public services. The student contributed to updating 
the PPS database so that monitoring reports became more accurate and timely. In conclusion, the 
involvement of intern students in processing Ombudsman recommendation data has a positive impact 
on the effectiveness of maladministration prevention while also strengthening students competencies 
in the field of public service oversight. 
Keywords - monitoring, ombudsman recommendations, maladministration, public services, prevention 
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PENDAHULUAN   
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan permasalahan serius 

yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ombudsman Republik 

Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik memiliki kewenangan untuk 

memberikan saran kepada instansi pemerintah guna memperbaiki kualitas layanan dan mencegah 
terjadinya maladministrasi. Salah satu instrumen utama dalam pencegahan maladministrasi adalah 

mekanisme Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS), yaitu proses monitoring dan evaluasi terhadap tindak 
lanjut instansi pemerintah atas saran yang telah diberikan oleh Ombudsman RI.  Keasistenan Utama 

Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI memegang peranan penting dalam memastikan bahwa 
saran yang telah disampaikan kepada instansi benar-benar diimplementasikan. Namun demikian, 

pengelolaan data monitoring yang besar dan terus berkembang memerlukan dukungan sumber daya 

yang memadai. Keterlibatan mahasiswa magang dalam kegiatan pengolahan data PPS menjadi salah 
satu solusi untuk mengoptimalkan proses monitoring tersebut sekaligus memberikan pengalaman nyata 

bagi mahasiswa dalam bidang pengawasan pelayanan publik.  Kegiatan pengabdian melalui magang 
ini dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI Pusat, Jakarta, khususnya pada bagian Perlakuan 

Pelaksanaan Saran (PPS). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata dalam 

optimalisasi monitoring data saran Ombudsman RI sebagai upaya pencegahan maladministrasi 
pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami mekanisme 

pengawasan lembaga negara. 
Bagian Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab 

memantau sejauh mana instansi pemerintah menindaklanjuti saran yang telah diterbitkan oleh 
Ombudsman RI. Saran tersebut lahir dari hasil kajian sistemik maupun penanganan laporan 

masyarakat, sehingga tindak lanjutnya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki 

kualitas pelayanan publik. Proses monitoring yang dilakukan PPS mencakup pengumpulan data respons 
instansi, verifikasi dokumen pendukung, pembaruan status pelaksanaan saran, serta penyusunan rekap 

laporan secara periodik. Kompleksitas data yang dikelola membuat bagian ini memerlukan dukungan 
sumber daya manusia yang cukup, sehingga keterlibatan mahasiswa magang menjadi kontribusi yang 

sangat berarti. 

Maladministrasi yang tidak ditindaklanjuti secara sistematis berpotensi menimbulkan kerugian 
nyata bagi masyarakat, mulai dari terhambatnya akses layanan dasar hingga hilangnya kepercayaan 

publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, optimalisasi monitoring melalui pengelolaan data yang 
akurat dan termutakhirkan menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam konteks ini, kegiatan magang 

di bagian PPS tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi strategis dalam upaya 

penegakan prinsip good governance di Indonesia. Setiap data yang diperbarui dan setiap laporan yang 
disusun berkontribusi langsung pada kemampuan Ombudsman RI dalam mengidentifikasi dan 

mencegah terulangnya maladministrasi. 
Selain aspek kelembagaan, kegiatan magang ini juga memiliki relevansi akademis yang 

signifikan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Mahasiswa hukum tidak hanya perlu memahami 
teks perundang-undangan secara normatif, tetapi juga perlu memahami bagaimana hukum bekerja 

dalam praktik kelembagaan negara. Keterlibatan langsung dalam kegiatan pengawasan pelayanan 

publik di Ombudsman RI memberikan pemahaman empiris mengenai implementasi Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. Pengalaman ini memperkaya perspektif mahasiswa terhadap hubungan 
antara regulasi, kelembagaan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel pengabdian ini menyajikan laporan atas 

pelaksanaan kegiatan magang di Ombudsman RI yang difokuskan pada penguatan monitoring data 
saran melalui bagian PPS. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan 

dan lembaga pemerintahan dalam mengembangkan program magang yang lebih terarah, terstruktur, 
dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 

 

METODE  
Kegiatan magang dilaksanakan selama 5 bulan (2 Februari 2026 – 30 Juni2026) di Keasistenan 

Utama Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Jakarta. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah 
partisipasi aktif (active participation) dalam kegiatan operasional sehari-hari pada bagian Perlakuan 

Pelaksanaan Saran (PPS).  Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Orientasi dan pengenalan 
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sistem monitoring PPS Ombudsman RI; (2) Pengumpulan data tindak lanjut instansi pemerintah atas 

saran Ombudsman melalui koordinasi dengan staf terkait; (3) Verifikasi dan validasi data yang masuk 
untuk memastikan keakuratan informasi; (4) Pembaruan (update) database monitoring PPS secara 

berkala; (5) Penyusunan rekap laporan perkembangan pelaksanaan saran per periode; serta (6) Analisis 
data untuk mengidentifikasi instansi yang belum menindaklanjuti saran Ombudsman.  Data yang diolah 

bersumber dari laporan resmi instansi pemerintah, dokumen saran Ombudsman, serta hasil komunikasi 

dan koordinasi dengan instansi terkait. Seluruh kegiatan dilaksanakan di bawah supervisi langsung 
pembimbing lapangan dari Ombudsman RI. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Selama pelaksanaan magang di bagian PPS Ombudsman RI, mahasiswa berhasil memberikan 

kontribusi dalam pengelolaan dan pemutakhiran data monitoring saran. Kegiatan utama yang dilakukan 
adalah pengolahan data tindak lanjut instansi pemerintah atas saran yang telah diterbitkan oleh 

Ombudsman RI.  Hasil kegiatan monitoring menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat kepatuhan 
instansi dalam menindaklanjuti saran Ombudsman. Sebagian instansi telah melaksanakan saran secara 

penuh (selesai), sebagian masih dalam proses pelaksanaan, dan sebagian lainnya belum memberikan 

respons yang memadai. Pemutakhiran data ini memungkinkan tim Keasistenan Utama Pencegahan 
Maladministrasi untuk mengambil langkah tindak lanjut yang lebih terarah.  Mahasiswa juga 

berkontribusi dalam penyusunan rekap laporan monitoring yang lebih terstruktur. Dengan database 
yang lebih rapi dan termutakhirkan, proses identifikasi potensi maladministrasi dapat dilakukan lebih 

cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan fungsi Ombudsman RI sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam hal 

pencegahan maladministrasi pelayanan publik.  Secara keseluruhan, keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan PPS memberikan manfaat ganda: di satu sisi membantu optimalisasi kinerja monitoring 
Ombudsman RI, dan di sisi lain memberikan pengalaman pembelajaran langsung bagi mahasiswa 

mengenai tata kelola pengawasan pelayanan publik di Indonesia. 
Pada minggu pertama pelaksanaan magang (2–6 Februari 2026), mahasiswa menjalani proses 

orientasi dan pengenalan lingkungan kerja Ombudsman RI. Kegiatan diawali dengan office tour untuk 

mengenal seluruh divisi yang ada, kemudian mahasiswa diarahkan untuk membaca dan mempelajari 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman RI, yaitu Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemahaman terhadap kedua regulasi ini menjadi fondasi 

penting sebelum mahasiswa terlibat lebih jauh dalam kegiatan operasional. Selain itu, mahasiswa juga 

mengikuti kunjungan Anggota Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur ke Ombudsman RI, yang 
memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana Ombudsman RI menjalin koordinasi kelembagaan 

dengan berbagai pihak eksternal dalam rangka penguatan fungsi pengawasan. 
Memasuki minggu kedua dan ketiga (9–20 Februari 2026), mahasiswa mulai terlibat dalam 

kegiatan substansial yaitu membaca dan menyusun rangkuman Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik 
Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional serta kajian terkait Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO). Dari kajian-kajian tersebut, mahasiswa kemudian ditugaskan membuat tabel monitoring 

sebagai instrumen pemantauan tindak lanjut saran Ombudsman RI kepada instansi terkait. Kegiatan 
ini melatih kemampuan analitis mahasiswa dalam mengidentifikasi apakah jawaban instansi sudah 

sesuai dengan saran yang diberikan. Selain itu, mahasiswa turut mengikuti peluncuran Laporan 
Tahunan Ombudsman RI 2025 pada 20 Februari 2026, yang memberikan wawasan menyeluruh 

mengenai capaian dan tantangan pengawasan pelayanan publik secara nasional selama satu tahun 

berjalan. 
Pada bulan Februari hingga awal Maret 2026, salah satu tugas yang dikerjakan secara intensif 

oleh mahasiswa adalah pengecekan Nota Dinas Penyampaian Hasil Monitoring Saran Rapid Assessment 
(RA) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mencermati kesesuaian antara saran yang 

disampaikan Ombudsman RI dengan jawaban yang diberikan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk 
verifikasi data. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan rekap data postes responden dengan 

mengelompokkan jumlah pengisi berdasarkan perwakilan daerah, serta mengikuti Seminar Kelas Pajak 

dan menyusun notulennya. Pada bulan Maret, tugas berkembang ke pembuatan presentasi PowerPoint 
terkait laporan hasil kegiatan Kelompok Masyarakat Anti Maladministrasi (KMAM) dan pembuatan tabel 

matriks monitoring saran perbaikan MBG menggunakan Microsoft Excel, yang menuntut mahasiswa 
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untuk mempelajari dasar-dasar penggunaan perangkat lunak tersebut secara mandiri. 

Pada bulan April 2026, mahasiswa mengalami perluasan cakupan kegiatan yang semakin 
variatif. Selain melanjutkan tugas monitoring, mahasiswa turut serta dalam kegiatan dinas luar yaitu 

sosialisasi terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Desa Tajur Halang, Bogor, 
pada 16 April 2026. Sebelumnya, mahasiswa menyusun dokumen informasi mengenai profil Desa Tajur 

Halang dan mempresentasikan hasil pengumpulan data tersebut sebagai persiapan kegiatan sosialisasi. 

Pengalaman turun ke lapangan ini memberikan pemahaman yang lebih konkret bagi mahasiswa 
mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam memenuhi standar pelayanan minimal, 

sekaligus memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan monitoring berbasis data 
lapangan. Mahasiswa juga membaca laporan hasil kajian RS Pratama dan menyusun monitoring terkait 

kajian tersebut, yang memperluas pemahaman tentang isu pelayanan kesehatan dalam kerangka 

pengawasan Ombudsman RI. 
Selama bulan Mei 2026, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan monitoring dengan tema 

yang beragam. Mahasiswa mengikuti Seminar Internasional yang diselenggarakan atas kerja sama 
Ombudsman RI dengan Portland Ombudsman, yang membuka wawasan perbandingan mekanisme 

pengawasan pelayanan publik di tingkat internasional. Secara substantif, mahasiswa mengerjakan 
monitoring Kajian Sistemik Kelapa Sawit, monitoring tindak lanjut saran perbaikan program Sekolah 

Rakyat, serta penyusunan matriks monitoring tindak lanjut pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di Wonosobo dan Jawa Tengah 
Tahun 2025–2026. Selain itu, mahasiswa melakukan pemantauan pemberitaan terkait program Sekolah 

Rakyat dari berbagai media online dan menyusunnya dalam bentuk tabel rekapitulasi berita yang 
memuat isi ringkasan, sentimen, dan kelengkapan sumber berita. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan 

bahwa monitoring yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup analisis 

konten dan sentimen dari sumber-sumber berita sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengawasan. 
Memasuki bulan Juni 2026, mahasiswa melanjutkan kegiatan monitoring dengan fokus pada 

penyelesaian sejumlah tugas strategis yang berkaitan langsung dengan program-program prioritas 
yang sedang diawasi oleh Ombudsman RI. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode ini meliputi: 

Menyusun matriks monitoring tindak lanjut saran perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menyelesaikan penyusunan matriks monitoring tindak lanjut saran perbaikan Program Makan Bergizi 
Gratis (MBG). Menyelesaikan penyusunan Matriks Kajian Ombudsman RI terkait koordinasi Kementerian 

Koordinator (Kemenko) Tahun 2024–2025. Mengikuti kegiatan monitoring pelaksanaan saran perbaikan 
hasil kajian melalui pertemuan daring (Zoom). 

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama lima bulan magang 
mencerminkan keterlibatan mahasiswa yang mendalam dan lintas isu, mulai dari pengawasan program 

ketahanan pangan (MBG), tata kelola pendidikan (Sekolah Rakyat), perlindungan tenaga kerja (TPPO 

dan TPPM), sektor perkebunan (Kelapa Sawit), hingga pelayanan kesehatan (RS Pratama) dan 
pelayanan desa (SPM Desa). Luasnya cakupan isu yang dimonitor mencerminkan besarnya tanggung 

jawab Ombudsman RI dalam mengawasi seluruh sektor pelayanan publik di Indonesia. Bagi mahasiswa, 
pengalaman ini memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa hukum administrasi negara dan 

pengawasan pelayanan publik bukan sekadar konsep teoritis, melainkan praktik nyata yang 

memerlukan ketelitian, ketekunan, dan kemampuan berpikir analitis dalam mengelola data serta 
menyusun laporan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kelembagaan. 

Dokumentasi Kegiatan 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan SPM Desa oleh Ombudsman RI, Bogor, 16 April 2024 
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Gambar 2. Penulis saat melaksanakan kegiatan magang di Ombudsman Republik Indonesia 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Kegiatan magang di bagian Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS) Keasistenan Utama 

Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI telah memberikan kontribusi nyata dalam optimalisasi 
monitoring data saran sebagai upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Melalui 

keterlibatan aktif dalam pengolahan dan pemutakhiran database PPS, mahasiswa berhasil mendukung 
peningkatan akurasi dan ketepatan waktu laporan monitoring, yang pada akhirnya memperkuat 

efektivitas fungsi pencegahan maladministrasi Ombudsman RI.  Kegiatan ini membuktikan bahwa 
program magang mahasiswa dapat menjadi strategi yang saling menguntungkan antara institusi 

pendidikan dan lembaga negara. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam bidang 

pengawasan pelayanan publik, sementara Ombudsman RI mendapatkan dukungan sumber daya dalam 
pengelolaan data yang semakin kompleks.  Disarankan kepada pihak Ombudsman RI untuk terus 

membuka kesempatan magang bagi mahasiswa secara berkelanjutan, serta mengembangkan sistem 
digitalisasi data PPS yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efisiensi monitoring. Bagi institusi 

pendidikan, kegiatan serupa perlu didorong sebagai bagian dari kurikulum pengabdian mahasiswa agar 

tercipta lebih banyak sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintahan. 
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